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INTISARI

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonnesia hingga sekarang belum
mencapai hasil yang seperti diharapkan, karana sebagaian besar pemegang hak
atas tanah belum secara teratwr melaksanakan kewajibammya untuk
mendaftarkan tanahnya Ketidaklancaran pelaksanaan pendaftaran tanah
secara umum hal terebut disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain :

1. Masihrendahnya kesadaran hukum masyarakat dibidang pertanahan

2. Pendaftarsn tanah oleh masyarakat masih dirasa mahal, proses yang
berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.

3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peratmran
pertanahan

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah, maka pemerintah melakukan terobosan dibidang pertanahan
melalui kegiatan pensertipikatan tanah secara massal yang dikenal dengan
PRONA Pertanahan Tujuan dari dari PRONA Pertanahan antara lain
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang
pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertank untuk menuangkan ke
dalam sebauah tulisan yang berjudul Pengaruh Proyek Operasi Nasional
Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan
Tanah di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Tujuan pengambilan
judul m karena penyusun ingin mengetahui apakah dengan adanya PRONA
Pertanahan mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey lapang yang
menitikberatkan pada penelitian relasional, dengan mempelajari hubungan
variabel PRONA Pertanahan (variabel pengaruh) dan variabel minat
masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah (variabel terpengaruh).
Tehnik analisis yang digunakan adalah :

1. Analiasis Satu Variabel atan Tabulasi Frekuensi.

2. Analisis Dua Variabel Atau Tabulasi Silang.

3. Analisis Kuantitaif/Statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product
Momont.

Dari hasil analisis data dengan menggunakan beberapa tehnik analisis
tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan PRONA Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat
masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah

2. Penyuluhan dalam rangka pelaksanaan PRONA Pertanahan kegiatan yang
paling mempengaruhi minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikat
tanah.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai kanunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia,
merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan masyarakat yang sejahdera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dicita-citakan
Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam usaha untuk mewujudkan masyaralet sejahtera itu, maka bangsa
Indonesia melaksanakan pembangiman nasional secara berencana, memyeluruh dan
merata Pembanguman Nasional dilaksanakan baik oleh Pemenntah Pusat dan
Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Melihat perkembangan pembangunan di Indonesia yang tumbuh dengan
pesat maka kebutuhan akan tanah menjadi sangat penting dan meniggk®, hal ini akan
mendukung pembangunan itu sendiri. Berbagai pihak dengan tujuan yang berlainan
terus mencari kesempatan umtuk memperoleh tanah yang sesuai dengan
kebutthammya, kadang-kadsng dalam memperoleh tanah tersebut menimbulkan
konflik dan sengketa tanah yang rumit dan berkepamjangan Di satu pihak
pembangman membutuhkan tanah sebagai sarana dari pembangunan, di lain pihak
masyarakat membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber mata
pencaharian sehari-hari.

Selmbungan dengan hal tersebut di atas maka Pemenntah mengeluarkan



Peraturan Pemenintah Nomor 10 Talum 1961, yang kemndian disempurnakan dengan
Perahman Pemenntsh Nomor 24 Talum 1997 Tentang Pendaftaren Tansh, yang
mengharuskan setiap tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hulamn harus
didaftarkan guna mendapatian kepastian hdomm hak atas tanah sesuai dengsn
perahman yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA yang berbunyi :

1. Untuk menjamin kepastian bukum oleh Pemerintah disdakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menmrut
Kketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal imi meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan dan pembuknan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut;

¢. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakn sebagai alat
pembuktian yang knat.

3. Pendaftaran tanah disclenggarakan dengan mengingat keadaan
negara dan masyarakat, keperiuan lalu-lintas sesial ekonomi serta
kewungkinan penyelenggaraannya, menmmrut pertimbangan Menteri
Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran tersebut dalam ayat ( 1 ) di atas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut. ( Boedl Harsono, 1994 : 11)

Sejak diundangkammya hingga sekarang pendaftaran tanah di Indonesia
belun mencapai hasil seperti yang diharapkan, karena sebagian besar dan
pemegang hak atas tanah belum secara teratur melaksanakan kewajibamya untuk
mendaftarian tanahnya di Kantor Pertanahan guna memperoleh suatu hak atas tanah
menurut ketentuan UUPA.

Hal tersebut di atas karena sebagian masyarakat pemegang hak atas tanah
masih beranggapan bahwa untuk mengurus sertipikat tanah secara rutin dirasakan

sangat sulit, memerlukan biaya yang mahal, proses yang berbelit-belit dan waktu



Ketidaklancaran penyelengaraan pendaftaran tanah sebenarmya
bukanlah sekedar biaya saja. Banyak faktor-faktor lain yang
mmpengaruhi, seperti : Pendaftaran tanah dipandang oleh masyarakat
masih berbelit-belit; kurangnya kesadaran bnkum pemegang hak atas
tanah; kurang terampiinya aparat pelaksana dan sebagainya ( Sudjito,
1987:5)

Keadaan tersebut menyebabkan inisiatif masyarakat untuk mendaftaricm
tanahnya ke Kantor Pertmnshan terasa kurang, karena masyurakat beranggapan
bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah secara rutin membutuhkan biaya
yang mahal, prosedur yang berbelit-belit, dan waktu yang lama.

Di Kabupaten Gummgjidul pada ummmya dan di Kecamatan Playen pada
ldususnya, bahwa sebelum berlalamya UUPA secara pemuh di Daerah Istimewa
Yogyakarta diketahui sudah ada beberapa tanda bukti hak atas tanah seperti : Leter
C Desa, Model E, Model D. Sejak diberlakukamrya UUPA di Daersh Istimewa
Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Talum 1984 tanda bukti hak
atas tanah seperti fersebut di atas dapat langsung didaftarken untuk mendapathen
sertipikat hak atas tansh di Kantor Pertanahan atas permohonan yang berhak Namun
kenyataan masih ada anggapan oleh sebagian masyarakat desa di kecamsaten
tersebut, bahwa dengan memiliki tanda bukti hak tersebut sudah culkup kuat dan
aman untuk membuktikan penguasaan/pemilikan tanahnya, sehingga diantara meraka
belum merasa perlu untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan guna
memperoleh sertipikat hak atas tanah

Melihat keadasn di atas menunjukan bahwa pendafiaran tsnah, sejak
dikeluariaunya Perahman Pemerimah Nomor 10 Tabun 1961 sampai kemudian



pershman pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA belum berjalan lancar dan memenuhi

harapan Secara umnmn hal ini disebabkan adamya beberapa hambatan antara lain :

1. Masih rendatlnya kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanshan.

2. Pendaftaran tanah oleh masyarakat masih dirasa mahal, proses yang berbelit-
belit dan memihuhken waktn yang lama.

3. Masih larmgnya pengetahusn masyarakat tentang perahsmran-perahsmran
pertanshan, ldmsusnya tentang pendafiaran tanah dan arti penting sertipikat hak
atas tanah

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pendaftaran tansh tersebut, maka sejak tahun 1980-an pemerintah melakukan suatu
terobosan di bidang pertanahan, dalam rangka menyukseskan Catur Tertib

Pertanahsn, yang meliputi : Tertib Hukum Pertanahsn, Tertib Administrasi

Pertanahan, Tertib Penggymaan Tanah, Tertib Pemeliharaan Tanah dan Linglamgan

Hidup, maka diambil langkah-langkah yang antara lain berupa usaha meningkaticn

pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pensertipikatan tansh secara massal

yang dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agrana (PRONA), sebagarimsna

termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tabun 1981.

Sehubungen dengan adamya peningleten status Direktorat Jenderal Agrania

Departemen Dalam Negeri menjadi Badan Pertanshan Nasional (BPN) sesuai

dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, maka Proyek Operasi Nasional

Agrania ini  disesuaikan menjadi Proyek Operasi Nasional Pertanahan disingkat

PRONA Pertanahan. Tujuan dari PRONA Pertanahan tersebut adalah :



1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakst sebagaimana di
amanatkan dalam G aris-G aris Besar Halnan Negara (GBHN) talum
1978, antara lain dengan pensertipikatan tanah secara massal.

2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bnkom masyarakat di
bidang Agraria (Pertanahan), agar lebfh sadar akan hak danm
kewajibannya atas tanah.

3. Usaha untuk mengurangi dan menyelesaikan sengketa tanah (
Sudjite, 1987 : 12).

Sesuai dengan tujuan dari PRONA Pertamahan tersebut maka program
pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan kepada segenap lapisan
masyuaraksat tentama golongan ekonomi lemah.

Sebagai sasaran akhir dari PRONA Pertanahan adalah untuk memmbuhksn
kesadaran hukam masyarakat di bidang pertmshan, agar masyurakat lebih sadar
akan hak dan kewajibannya atas tanah Oleh karena itu PRONA Pertanahan ini
dimaksudkan juga unfuk merangsang minat masyarakst agar mau mensertipikatiean
tanahnya atas kesadaran sediri, setelah mengerti arti dan kegunaan sertipilat tanah
Sehingga dengan adamya PRONA Pertanahan di suatn daerah diharapkan agar
masyarakat yang tidak terkena PRONA Pertanahan dapat memshami tentang arti
penting sertipikat tanah dan pada akhirnya bersedia untuk mensertipikatkan tanahmya
langsung ke Kantor Pertanahsn setempat sesuai dengan kesiapan dan kemampuan
masing-masing pemilik tanah

Jadi dengan PRONA ini Pemerintah memberikan rangsangaa kepada
pemegang hak atas tanah agar man mensertipikatkan tanahnya dan
berusaha membantn menyelesaikan sebalk-batknya sengketa-
sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan
kepada mereka (pemegang bak atas tanah) berbagai fasflitas atam
kamndahan ¢ Sodiite. 1987 : 7).



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pemyusun tertanik umtuk
meneliti dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengsn judul : PENGARUH
PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT
"MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI

KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

B. Perumnsan Masalah.

Pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat yang belurn mengerti dan
memahami secara baik dan benar perahmran pertanahan menganggap bahwa Leter C

Desa, Model E, Model D adalah tanda bukti hak milik hak atas tanah yang culamp
kuat dan aman untuk membuldiken pemilikan dan pengnasaan tanah Angpapan ini
tentinya salah karena tanda bukti hak tersebut belum dapat menjamin kepastian
hulamn hak atas tanah menunnut UUPA. Disamping itu pada sebagian masyarakat
lainya ada yang telah menyadari bahwa dengan memiliki sertipikat tanah dapat
menjamin kepastian hulum dan kepastian hak atas tansh

Namun oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat pemilik tanah yang
tinggal di pedesaan masih ada yang belum mengetahni tentang tate cara pengurusan
gertipikat tanah Pengertian yang mereka miliki untuk mengrus sertipikat tanah
tersebut memerlukan biaya yang mahal, prosedur yang bebelit-belit dan waktu yang
lama Untuk menghilangkan atau setidak-tidakmya dapat mengremgi anggapan
tersebut, maka Pemerinteh melaksanakan program persertipikatan tansh secara

massal yang dikenal dengan PRONA Pertsnshan sebagai salah satu upaya



sertipikat hak atas tanah dengan biaya yang murah. mudah dan cepat dalam

pelayanarmmya.

PRONA Pertanahan tidak mungkin dilaksanakan secara serentak dan
menyeluruh, karena keterbatasan pemerintah dalam hal biaya, tenaga dan sarana
penunjang lainnya Oleh karena itu PRONA Pertanahan dilaksanakan pada lokasi-
lokasi tertentu dan dilakukan secara bertahap serta ditujukan terutama kepada

masyarakat golongan ekonomi lemah.

Seperti diketahui bahwa kegiatan PRONA Pertanahan meliputi
Penyuluhan, pendaftaran peserta, pengukuran dan hasil akhir dari kegiatan tersebut
berupa sertipikat hak atas tanah Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tentunya
akan ada pengarubmrya terhadap masyarakat sekitarmya yang tidak terkena PRONA

Pertanahan.

Dengan demikian suatu daerah yang terkena PRONA Pertanahan
diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat di sekitamya yang tidak
terkena PRONA Pertanahan. Atas dasar hal tersebut diharapkan dengan kesadaran
sendiri dan setelah mengetahui arti penting kegunaan sertipikat mereka akan

berminat atau tergerak hatinya untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin

Bertitik tolak dari uraian di atas maka pemyusun menunuskan per-
masalahan : “ Sejauh manakah pengaruh Proyek Operasi Nasional
Pertanahan (PRONA) terhadap minat masyarakat sekitarnya dalam

pensertipikatan tanah di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul “.



C. Pembatasan Masalah.

Mengingat luasnya permasalahan tersebut di atas dan unfuk memmglsnian
penyusn mengadakan penelitian yang lebih intensif, maka penyusun perlu
membatasi topik permasalahan yang akan diteliti :

1. Proyek Operasi Nasional Pertanahan.

Proyek Operasi Nasional Pertanahan yang disingkat PRONA Pertanahan
yang dimaksud dalam penelitian ini, bukan pelaksanaammya tetapi tanggapan
masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahsn mengenai pelaksanasn PRONA
Pertanahan di Kecamatan Playen yang meliputi kegiatan lapangsn seperti
penyuluhan pertanshan, pendaftaran peserta PRONA Pertanshan dan peagukuren
bidang-bidang tanah obyek PRONA Pertanahan.

2. Minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tansh

Minat adalah kecenderungan hatl yang tinggi terhadap sesuatu;
gairah dan keinginan. (Poerwadarminta WJS, 1976 : 583 )

Jadi minat masyarakat sekitarmya dalam pensertipikatan tanah yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan atau kecenderungan hati dani
masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahan di desa tempat lokasi PRONA
Pertanahan untuk mensertipikatkan tanabmya melalui permohonan biasa atau secara
rutin
3. Pensertipikatan Tanah.

Pengertian pensertipikatan tanah bisa mencakup mengenai pensetipikatan

tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai serta hak



Pertanahan Dalam penulisan ini penyusun hanya membatasi pengertian mengenai
pensertipikatan Hak Milik asal dari konversi tanah hak adat/yasan secara ntin

~ D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Penyusun ingin mengetahui apaksh dengan adamya PRONA Pertanahan
yang merupakan program pemenmtah di bidang pertanahan dapat memberi
rangsangan kepada masyarakat sekitar lokasi PRONA Pertanahan Sehingga
masyarakat sekitarmya berminat dalam pensertipikatan tanah secara rutin yang
secara tidak langsung akan memmnbuhkan dan mceningksticn kesadarsn tmkum
masyarakat di bidang pertanahan sehingga lebih sadar akan hak dan kewajibanmya
atas tanah
2. Kegimaan Penelitian.

a Mememubi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi Diploma IV pada

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

b. Diharapkan dapat membenkan infomasi bagi yang memerlukamya
E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

1. Dalam buku Repelita V Badan Pertanahan Nasional talnn 1990, dikermkak=n
bahwa pada repelita Il mulai dilaksanakan Proyek Operasi Nasional
Pertanahan (PRONA), yang merupakan pelayanan di bidang pertanahan secara

massal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yang tidak terjanglcm oleh

kegiatan-kegiatan proyek pembangunan laimmya, seperti transmigrasi dan



gselama ini cenderung pasif, maka dengan adamya PRONA Pertunahan aparat
Pertanshan melaksanakan pendekatan kepada masyarakat umtuk mengadakan
pensertipikatan tanah secara massal, dengan demikian memberikan kepastian

tmlam terhadap pemilikan dan pengnasasn tanah bagi masyarakat luas.

2. Sumaryo, (1988) yang mengadakan penelitian dengan judnl : “ Pengaruh
pensertipikatan melalul PRONA Pertanahan terhadap pensertipikatan
secara rutin di Kecamatan Sigaluh Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah *. Dari hasil
penelitian tersebut disimpulken bahwa :

a Pensen'ipikatm tenah melalui PRONA Pertanshan tidak meningicatiom
permohonan pensertipikatan secara rutin
b. Kesadaran dan persepsi masyarukat terhadap sertipikat masih kureng,
c. Kurangnya penyuluhan dari aparat Pertanshan sehingga hasiloya masih
belum dapat diharapkan.
Kesimpulan di atas diambil dari analisa data yang ada di Kantor
Pertanshan mengenai permohonan sertipikat rutin yang diterbitkan pada
Kecamatsn Sigaluh sebelum dan sesudah pelaksanasn PRONA Pertanahan

Temyata hasiloya tidak ada perubahan yang mencolok. Atas dasar hal tersebut

maka penyusun akan meagadalken penelitian secara l@ng gejala yang ada di
masyarakat
3. R Bintarto dan Surastopo Hadisumamo, (1987), mengemmkaksn bahwa dalam
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(Expansion Diffision ), yaitu suatn proses dimana infomasi atan material
menjalar melalui populasi dari suatn daersh ke daersh lain Kedua Difisi
Penampungan (Relication Diffusion), yaitu merupakan proses yang sama
dengan peyebaran keruangan dimsma informasi atan material yang difisikan
meninggalkan dacrah yang lama dan berpindah atan ditampung di daerah yang
baru. Difiisi Fkspansial masih dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Difusi Menjalar (Contagious Diffision) dimsma proses menjalar terjadi
dengmn kontak langsung antara manusia atau antara ‘daerah proses ini
terganhmg jarak, semakin dekat jarak antara mamsia atan antara daerah
berarti semakin mudah kontak terjadi.

b. Difisi Koskande (Coscade Diffision) adalah proses penjalaran atam

peyebaran fenomena melalui beberapa tingkat atan hirark.

Berdasarkan teori difusi menjalar (Contagious Diffision) di atas maka
penyusun berpendapat bahwa ada peyebaran informasi tentang kegumaan sertipikat
tanah dari masyarakat yang terkena PRONA Pertanahan kepada masyarakat
sekitarnya yang bukan sebagai peserta PRONA Pertanahan dan belum memiliki
sertipikat tanah Sehingga mereka berminat untuk mensertipikatian tmnhnya secara
rutin di Kantor Pertanahan.

Pembangmsan di Indonesia yang tumbuh dengsn pesat, maka keberadaan
akan tansh akan menjadi sangat penting, karena luas tansh yang relaif tetap,
sedangkan yang membutuhkan tanah akan bertambab seiring dengan bertambahaya



perolehan tsnah tersebut menimbulkan konflik dan sengketa tanah yang

berkepanjangan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian
m bagi pemegang hak atas tanah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratman Dasar Pokok-Pokok Agrania
(UUPA) dan Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, sejak dikeluarkamrya
Peraturan Pemerintah tersebut diatas hingga sekarmig belum mencapai hasil seperti
yang diharapkan, sehingga masih sering timbul sengketa tanah, penyerobotan tanah,

penggmasn tansh yang tidak sesuai dengan penmtukammya dan tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku
Ketidak berhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia disebabkan
oleh beberapa faktor antara lain :
1. Ketidaktahuan masyurakat tentang arti penting dan kegumaan sertipikat hak atas
tanah
2. Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa untuk memperoleh sertipikat tanah
diperlukan biaya yang mahal, proses yang berbelit-belit dan waktu yang lama.
Dalam upaya mengatasi hal tersebut maka pemenntash membuat

kebijaksanaan dalam pendaftaran tanah, yaitu menyeleaggarakan Proyek Operasi



menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan,
agar masyarakat lebih sadar hukum dan lebih sadar akan hak dan kewajibammya atas
tanah

Dengan melihat dari tujuan pelaksanaan PRONA Pertanaham tersebut maka
akan menimbulkan suaty pertanyaan apakah dengan adanya PRONA Pertanahan
akan memumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting dan
kegunaan sertipikat hak atas tanah, sehingga akan mempengaruhi masyaralet untuk
mensertipikatkan tanahmya ke Kantor Pertanahan.

F. Hipotesis.

Berdasarkan pokok permasalahan dan keramngka pemikiran yang
dikemukaksn di atas maka pemyusun merumuskzm suatu hipotesis sebagai berikut :
PRONA Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat
sckitarnya dalam pensertipikatan tanah.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey
lapangan yang menitikberatkan pada penelitian relasional, yaitu mempelajari
hubungan variabel-variabel sehingga secara langmmg atam tidak langmmg hipotesis
penelitian akan dipertamyakan Hubungan variabel-variabel ini merupakan hubungan
yang asimetris, yaitu Proyek Operasi Nasional Pertanahan adalah variabel yang

mempengaruhi dan minat masyarakat sekitarmya dalam pensertipikatan tanah adalah



1. Daerah Penelitian.

Daerah penelitian adalah tingkat Kecamatan yang pernah dilaksanakan
kegiatan PRONA Pertanahan Tabun Anggaran 1999/2000 di Kabupaten
Gummgkidul. Kecamatan yang pernah dilaksanakan kegiatan PRONA Pertanahan
pada tahun anggaran tersebut adalah di Kecamatan Playen, pada kecamatan tersebut
terdapat di dua desa sebagai lokasi PRONA Pertanahan yaitu :

a Desa Bamyusoco
b. DesaNgleri

2. Populasi

Populasi atau unmiverse ialah jumlah keseloruhan dari umit-unit analisa
yang cirkcirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan antara
populasi sampling dengan populasi sasaran. (Masri Singaribun dan
Sofian Effendi, 1989 : 152).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sampling adalah seluruh
kepala keluarga di Desa Banyusoco dan Desa Ngleri, sedangkan populasi sasaran
adalah kepala keluarga di ke 2 desa tersebut yang bukan merupakan peserta
PRONA Pertanahan, baik yang sudah memiliki sertipikat tanah maupun yang belum
memiliki sertipikat tanah. Alasan dimasukarmya kepala keluarga yang sudah
memiliki sertipikat tanah sebagai populasi, karena penyusun ingin mengetahui

apakah hal tersebut karena pengaruh PRONA Pertanahan.



Langkah-1angkah pemilihan populasi sasaran adalah sebagai benkut :
a Desa Banyusoco
1). Junlah Kepala kuluarga 1.324 Kepala Keluarga
2). Jumlah kepala keluarga yang menjadi perserta PRONA Pertanshan 200
Kepala keluarga
3). Maka jumlah populasi sasaran 1.124 Kepala keluarga

4). Perincian tingkat pendidikan kepala keluarga ( Data dari Kantor Desa)

a). Tidak sekolah sebamyak = 295KK
b). Berpendidikan SD (Tamat/Tidak Tamat) = 326 KK
c). Berperdidikan SMP (Tamat/Tidak Tamat) = 260 KK
d). Berpendidikan SMA (Tamat/Tidak Tamat) = 21SKK
e). Berpendidikan Perguruan tinggi (Tamat/Tidak Tamat) = 28 KK

Jumlah =1124 KK

b. DesaNgleri
1). Jumlah Kepala kuluarga 641 Kepala Keluarga
2). Jumlah kepala keluarga yang menjadi perserta PRONA Pertanahan 350
Kepala keluarga.
3). Maka jumlah populasi sasaran 291 Kepala keluarga

4). Perincian tingkat pendidikan kepala keluarga ( Data dari Kantor Desa)

a). Tidak sekolah sebanyak = 42KK
b). Berpendidikan SD (Tamat/Tidak Tamat) = 96 KK
c). Berperdidikan SMP (Tamat/Tidak Tamat) = 70KK
d). Berpendidikan SMA (Tamat/Tidak Tamat) = 62KK



3. Metode Pengambilan Sampel.

Metode pengambilan sampel yang digumakan adalah metode sampel acak
distratifikasi. Dengan alasan karena populasi sampel adalah kepala keluarga yang
heterogen, sehingga untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat
populasi yang bersanglatan harus dibagi-bagi dalam lapisan (Strata) yang seragam
dan dari setiap lapisan (strata) dapat diambil sampel secara acak

Keuntungan metode ini adalah :

1. Semua ciri-ciri populasi yang hiterogen dapat terwakili;

2. Kemungkinan bagi peneliti untuk meneliti bubungan antara satu

lapisan dengan lapisan yang lain, begitu juga membandingkan.
( Masri singarimbun, 1989 : 163-164)

Dalam penelitian ini pembagian (distratifikasi) ditentukan dengan tingkat
pendidikan kepala keluarga, karena dengan tingkat pendidikan sangat erat
hubungamrya dalam cara measnggapi pelaksanasn PRONA Pertanshan dan minat
mereka dalam pensertipiktan tanah.

Adapun tingkatan (strata) tersebut adalah sebagai berikut :

a  Strata ], Kepala keluarga yang tidak bersekolah dan berpendidikan Sekolah

Dasar (SD).

b. Strata II, Kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP)

c. Strata I, Kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum

(SMU).

d Strata IV, Kepala keluarga yang berpendidikan Perguruan Tinggi (PT).



Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden, dengan pembangian
masing-masing desa diambil sampel SO responden. Alasan peoyusun mengambil
sampel sebanyak 100 responden, karena semakin banmyak anggota sampel yang
diambil dari populasi yang hiterogen akan lebih mewakili (representatif).

Menentukan besarmya sampel masing-masing strahm dengan cara alokasi
berimbang dengan besarmya strata (Moh. Nasir, 1988 : 355), yakni dengan

menggimakan rumus :
m =f1.n

N;

Dimana f; = <

Keterangan
fi = Sampling fraction strata ke 1
N = Besarmya populasi
N,= Besarnya sub populasi strata ke 1
n = Besarmya sampel
n; = Besamya sub sampel strata ke 1
Adapun pelaksanaan pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

a Desa Bamyusoco

1). Kepala keluarga yang tidak sekolah dan berpendidikan SD sebamyak

£51 Lasala haliiaiwe ik Sssmnlak sidesnald ssmamne 3005 .



621

x S0 =27KK, yang diambil sebanyak 24 KK
1124
2). Kepala keluarga yang berpendidikan SMP sebanyak 260 kepala
keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

260

x 50 = 12KK, yang diambil sebamyak 12 KK
1124

3). Kepala keluarga yang berpendidiken SMU sebanyak 215 kepala
keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

215

x 50 =10KK, yang diambil sebamyak 10 KK
1124

4). Kepala keluarga yang berpendidikan Pergurusn Tinggi sebanyak 28
kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

28

x 50 = 1KK, yang diambil sebanyak 4 KK
1124

b. DesaNgleri

1). Kepala keluarga yang tidak sekolah dan berpendidikan SD sebamyak

138 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

138
x 50 =24 KK, yang diambil sebanyak 22 KK
291



2). Kepala keluarga yang berpendidikan SMP sebanyak 70 kepala keluarga,
maka jumlah sampel yang diambil :

70

x 50 =12KK, yang diambil sebamyak 12 KK
291

3). Kepala keluarga yang berpendidikan SMU sebanyak 62 kepala keluarga,
maka jumlah sampel yang diambil :

62

x 50 =10KK, yang diambil sebamyak 10 KK
291

4). Kepala keluarga yang berpendidikan Pergurusn Tinggi sebanyak 21
kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

21

x 50 =4KXK, yang diambil sebamyak 6 KK
291

4. Pengumpulan Data.

a Teknik Pengumpulan Data

1). Penelitian dokumen, dengan jalan mencatat data atan arsip-arsip di
instamsi-instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2). Observasi, adalah mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan
mencatat secara sistematis terhadap gejala atan fenomena yang
diselidiki.

3). Daftar Pertanyaan (kuesioner) yang diisi oleh kepala keluarga yang

menjadi responden.



b. Jenis Data.
1). Data Primer
Data yang dikumpulkan secara langsung dari responden dengan
menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang telah dipersiapkan
sebelumnya.
2). Data sekunder
Data yang diperoleh dengan mengadakan pencatatan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan instansi-instansi lainnya yang

ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data sekunder tersebut meliputi :

a). Jumlah sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunungkidul untuk Kecamatan Playen.

b). Jumlah bidang tanah yang disertipikatkan dalam rangka PRONA
Pertanahan di ketiga desa tersebut.

c). Data letak, luas, jumlah penduduk menurut umur dan tingkat
pendidikan, jumlah kepala keluarga, jumlah pedusunan, jenis
penggunaan tanah dan status tanah.

d). Arsip-arsip mengenai pelaksanaan PRONA Pertanahan.

5. Metode Analisis Data.
a  Analisis satu variabel atau tabel frekuensi yaitu menyusun tabel frekuensi
atas jawaban responden untuk variabel PRONA Pertanahan dan variabel

minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah



b. Analisis dua variabel atan Tabulasi silang yaitu untuk menjelaskan
hubungan antar variabel-variab.el dan menggumakan distribusi persentase
sebagai dasar untuk mengumpulkan hubungan antara variabel (X) dan
variabel (Y), dimana variabel (X) adalah variabel pengaruh yaitu PRONA
Pertanahan sedangkan variabel (Y) adalah variabel terpengaruh yaitu minat
masyarakat sekitar dalam pensertipikatan tanah.

c. Analisis Kuantitatif/Statistik, untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan
antara variabel PRONA Pertanahan dengan variabel minat masyarakat
sekitamya dalam pensertipikatan tanah maka perlu diuji dengan analisis
kuantitati/statistik dengan menggumakan rumus Korelasi Product Moment

sebagai berikut :

1, N2xy - (2x)(Zy)
\ (NZx2 - (Zx)2} {NSy2 - ()2}

Iy

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pembuatan Skor.

2. Uji statistik ini merupakan petunjuk kuantitatif dari jenis hubungan
antar variabel, karena itu harus diketahui dahulu skor dari masing-
masing variabel yang akan dihitung. Dalam hal ini skor untuk variabel
x adalah pelaksanaan PRONA Pertanahan dan variabel y yaitu minat
masyarakat sekitammya dalam pensertipikatan tanah. Acuan untuk

mascino-masine variabel  diperoleh dari hasil jawaban responden



melalui daftar pertanyaan (kuesioner), kemuadian data tersebut disusun
dan disajikan dalam bentuk tabel untuk keperluan analisis.
3. Perhitungan korelasi

a Menghitung data statistik dasar/sederhana yaitu N, Xx, Zx?, Xy,
Zy?, Zxy berdasarkan data tabel yang telah disusun sebelummya.

b. Menghitung koefisian korelasi product moment dengan rumus
diatas.

c. Mengkosultasikan nilai rxy terhadap nilai harga kritis r product
moment, untuk pengujian signifikan pada taraf signifikan 5 %

| melalui tabel harga kritis r product moment, artinya dengan tingkat
kepercayaan 95 %.

d. Interprestasi data yaitu menarik kesimpulan tentang koefisien
korelasi antara variabel x dengan variabel y.

e. Menghitung Koefisien Determinan, yaitu dengan mengkuadratkan
nilai rxy, secara matematis persentase dari perhitungan ini akan
diketahui efektifitas pengaruh variabel x terhadap variabel y, atau
efektifitas pengaruh PRONA Pertanahan terhadap minat

masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Darn hasil pembahasan dan analisis data sebagaimana dikemukakan pada

Bab V, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan PRONA Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat
masyarakat sekitamnya dalam pensertipikatan tanah.

Kegiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanasn PRONA Pertanahan yang
paling besar pengaruhnya terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan
tanah

Masyarakat belum mewujudkan minatnya dengan mengajukan permohonan
sertipikat tanah secara rutin ke Kantor Pertanahan setempat karena kendala

pokok yaitu belum mempunyai biaya untuk mendaftarian tanahnya

B. Saran

Pelaksanaan PRONA Pertanahan hendaknya dapat terus ditingkatkan dari
tahun ke tahun khususnya di desa-desa yang tanahnya masih banyak yang
belum terdaftar (bersertipikat).

Agar diadakan penyuluhan yang lebih intensif atan dengan kata lain
penyuluhan tidak terbatas apabila ada proyek pensertipikatan tanah secara

massal (PRONA Pertanahan), tetapi perlu dilaksanakan dalam bentuk dan



3. Minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah secara rutin belum diwujudkan
dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan karena kendala biaya
Maka penyusun sarankan agar intansi Badan Pertanahan Nasional mencari
terobosan dalam hal pembayaran pensertipikatan tanah, misalnya pembayaran
secara kredit atan angsuran Sehingga masyarakat terutama golongan

ekonomi lemah mampu mensertipikatkan tanahnya
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